PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5) dan
Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah Ketiga kali
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20
Tahun 2014, maka dipandang perlu mengatur Tugas Pokok
dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
Jombang dalam Peraturan Bupati.

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



(S

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 5/D) sebagaimana telah
diubah Kedua Kalinya dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2014 (Lembaran
Daerah Tahun 2014 Nomor 18/D);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2008 Nomor 7/D) sebagaimana telah
diubah Ketiga kali dengan Peraturan Daerah Nomor 20
Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2014 Nomor 20/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS TUGAS POKOK
DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN JOMBANG

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

i
2.

.Ul

Kabupaten adalah Kabupaten Jombang;

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Jombang;

Bupati adalah Bupati Jombang;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Jombang;

Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, adalah unsur
pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari: Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga
Lain;

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang;

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut
UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga untuk melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang.
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BAB 1II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga berkedudukan sebagai
unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten Jombang,
yang dalam operasionalnya dibantu UPTD;

(2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dipimpin oleh Kepala
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1) UPTD  sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1)
berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam pelayanan
masyarakat di bidang bina marga di wilayah kerjanya,;

(2) UPTD dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Urusan

Pasal 4
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, mempunyai urusan
sebagai berikut:

a. Bina Marga

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten
dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di
bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar
daerah dan antar kawasan;

2. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan
jalan kabupaten dan jalan kota;

Penetapan status jalan kabupaten dan jalan kota;

4. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan
jaringan jalan kabupaten dan jalan kota;

_Ul

Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan
dan pelatthan para  aparatur penyelenggara jalan
kabupaten dan jalan kota;

6. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk
jalan kabupaten dan jalan kota;

7. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten dan jalan
kota;

8. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran,
pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan
kabupaten dan jalan kota;

9. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten dan
jalan kota;






